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PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.KC
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tualang Sembilar, 06 Juni
1994, agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Xxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Tenggara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Roni Paska, Advokat yang berkantor di
Dusun Pulo Niwor B Desa Perapat Hulu Kec.
Babussalam Kab. Aceh Tenggara
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
XXXXXXXXXXX |, tempat dan tanggal lahir Muara Lawe Bulan, 15
Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di
Xxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Tenggara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Agustus
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat secara elektronik melalui

aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
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Kutacane, dengan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 27 Agustus 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 25 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/251/2012 tanggal 25 Mei
2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di Muara Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara dan terakhir masing-masing bertempat tinggal
sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
a. XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Aceh Tenggara
tanggal 08 juli 2014;
b. XXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Aceh Tenggara
tanggal 04 Desember 2016;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:

a. Tergugat sering melakukan perjudian online scater;
b. Tergugat males bekerja dan sibuk main scater judi online;
C. Tergugat menunduh penggugat mengambil uang pinjaman

untuk menutupi tunggakan di BANK, tanpa sepengetahuan tergugat;
d. Bahwa tergugat telah mangucapkan talak 3 (tiga) secara lisan
dan mengatakan kepada kedua orang tua penggugat, bahwa tergugat
tidak sanggup lagi hidup bersama dengan penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut
dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
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7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi tanggal 23 Januari tahun 2022 yang akibatnya
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita
lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat
adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf
a PP No0.9 Tahun 1975 jo. Fatwa MPU Aceh nomor 02 Tahun 2015
tentang talak;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh
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orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sabh;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar kembali
rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.
1. Fotokopi KTP Penggugat, bermeterai cukup, telah di-
nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel,
Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor : 09/251/2012 tanggal 25 Mei
2012, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi
tanda bukti (P.2);
B. Bukti Saksi.
Saksi 1, xxxxxxxxx (adik kandung Penggugat) di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
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- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX
Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tentram dan damai, namun sekitar 4 tahun yang lalu itu ketenteraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering melakukan perjudian online dan malas bekerja,
Tergugat menunduh penggugat mengambil uang pinjaman untuk
menutupi tunggakan di BANK, tanpa sepengetahuan tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa pertengkaran
Penggugat dan Tergugat, melainkan mendapat cerita dari Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun yang lalu,
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena
telah dipulangkan oleh Tergugat;

- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
selama lebih dari 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
lagi;

- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah
berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak
mau rukun lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Saksi 2, xxxxxxxxx (ayah kandung Penggugat), di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX
Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tentram dan damai, namun sekitar 4 tahun yang lalu itu ketenteraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering melakukan perjudian online dan malas bekerja,
Tergugat menunduh penggugat mengambil uang pinjaman untuk
menutupi tunggakan di BANK, tanpa sepengetahuan tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa pertengkaran
Penggugat dan Tergugat, melainkan cerita dari Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun yang lalu,
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
disebabkan dipulangkan Tergugat, dan Tergugat mengucapkan talak
kepada Penggugat;

- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
selama lebih dari 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
lagi;

- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah
berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak
mau rukun lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokonya

bertetap pada gugatan dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah
memberikan Kuasa kepada Roni Paska, Advokat yang berkantor di Dusun
Pulo Niwor B Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Mahkmah Syar’iyah Kutacane, surat Kuasa Khusus
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa
khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 2
Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14
Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut
sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum
yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat
dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut
Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah karena rumah tanggga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasanalasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal
1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat
sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto
Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah bukan orang-rang
yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara
terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1)
R.Bg, dan Pasal 175. R.Bg, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;
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Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat merupakan
orang dekat dari Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam
perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang
dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara
perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menyatakan
tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
melainkan mandapat cerita dari Penggugat dan juga mengetahui telah
berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat
langsung Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran,
melainkan mengetahui dari cerita Penggugat, selain itu saksi tersebut
mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
Dalam hal ini Hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003,
Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara
perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts
Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.
Berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan
dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena patut
dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan
Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;
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2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri bertempat tinggal bersama di Xxxxxxxxxxx Kabupaten
Aceh Tenggara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang
anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tentram dan damai, namun sekitar 4 tahun yang lalu itu ketenteraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering
melakukan perjudian online dan malas bekerja, Tergugat menunduh
penggugat mengambil uang pinjaman untuk menutupi tunggakan di
BANK, tanpa sepengetahuan tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, akibatnya
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan telah
dipulangkan Tergugat kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
selama lebih dari 2 tahun;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat
yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan
rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk
dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya
telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali
apakah rumah tangga suami-istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk
disatukan kembali sebagaiman maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
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2019 tentang Perkawinan, untuk itu Hakim Tunggal akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan
nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya
Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang
maksimal dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, di samping itu
tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat
tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun
juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan
rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama 2 tahun
lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin
hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat
dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, telah mengabaikan kewajiban
masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan,
oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang
bahagia;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah
berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama merupakan alasan
yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan gugatan berceraian
sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.
237 K/IAG/1998, Tgl 17 Maret 1999 yang maksudnya adalah sepasang suami
isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu
tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai
suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan
menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan
kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan
sebaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga
sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah
tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami-istri
tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan dalil-
dalil dalam kitab figh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal
sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al qur’an, jilid I, halaman 405, sebagai berikut:

adgaY b pgdmya Bl i dlSs oSl I ma e

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal untuk menghadap di

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;
2. Kitab Fighus Sunnah, Juz Il, halaman 290

co il Bliclsl a> g3l i ciolall s lges w518
loglliol a6 iusll plg> azo Blay ¥ las sl Y1 05y
aisl ailb lgalls Lagiv )oYl e cviolallj=es

Artinya: Apabila Hakim Tunggal telah menemukan bukti-bukti yang
diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan
pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu
ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
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suami-istri dan Hakim Tunggal tidak berhasil mendamaikan keduanya,
maka Hakim Tunggal boleh memutuskan dengan talak satu bain;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah
bergaul layaknya suami-istri (ba'da dhukhul) dan berdasarkan catatan
perubahan status perkawinan dalam bukti Kutipan Akta Nikah antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak
Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah
talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;
Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka
antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh
menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa idah;
Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu
ba’in sughra, ditetapkan masa tunggu atau idah bagi Penggugat selama
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud
Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1)
huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi

Hukum Islam;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Sulyadi,
S.H.l,,M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal
22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa

hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal,
dto dto
Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn. Sulyadi, S.H.l.,M.H.
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Rincian biaya perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan
Rp20.000,00
Tergugat
c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Panggilan : Rp64.000,00
4. Meterai : Rpl10.000,00
Jumlah . Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)
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